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ABSTRAK 

 

Dalam berjual beli menurut Islam kejujuran sangat di utamakan 

dalam suatu transaksi agar tidak ada kecurangan dikemudian hari, oleh 

karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai ingkar janji 

dalam akad jual beli barang Online menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES). Adapun yang menjadi Rumusan masalah 

dalam Skripsi ini adalah (1) bagaimanakah bentuk ingkar janji dalam 

akad jual beli Online ?, (2) bagaimanakah Perlindungan Hukum 

Konsumen terhadap ingkar janji dalam akad jual beli barang Online 

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 

adalah gabungan antara metode penelitian hukum empiris dan 

penelitian hukum normatif. Teknik penelitian hukum normatif  

dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan 

bahan-bahan hukum yang berhubungan. Pendekatan ini dilakukan demi 

memperoleh data sekunder. Sedangkan pendekatan secara empiris 

dilakukan demi memperoleh data primer yaitu dengan melakukan 

penelitian dan wawancara langsung kepada pihak yang dirugikan dalam 

transaksi tersebut. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh 

data bahwa :  (1) bentuk – bentuk dari ingkar janji adalah Tidak 

melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, Melakukan apa yang 

diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, Melakukan 

apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat dan  Melakukan sesuatu 

yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. (2) Serta upaya hukum 

yang diberikan kepada pelaku yang melakukan ingkar janji menurut 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah berupa sanksi yaitu 

:Membayar ganti rugi, Pembatalan akad, Peralihan resiko,Denda , 

dan/atauMembayar biaya perkara. 

 

Kata Kunci : Ingkar Janji, Perlindungan Konsumen, Fiqh Muamalah 
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ABSTRACT 

 

In Buying and Selling according to honesty is preferred in 

atransaction so that no cheating in the future, therefore the author is 

interested to discuss about broken promise in risk sale of goods online 

by compilation of sharia economi law (KHES). As for the formulation 

of the problem in this thesis is (1) how the form of broken in this thesis 

is , (2) how is the protection of consumer law against broken promise in 

risk sale and purchase of goods online according to compilation of 

sharia economic law. 

Research methods used in this thesis research is a combination of 

empirical legal research methods and normative legal research. 

Normative law research techniques are condected through studies of 

legislation and related legal materials. This approach is done to abtain 

secondary data. While the empirical approach is done in order to obtain 

primary data that is by doing research and direct interviews to the 

parties who are harmed in the transaction. 

From the results of research that has been done by the author: (1)  

obtained that the forms of broken promises are :Not doing what is 

willing todo, Doing what is promised but not as agreed, Doing what 

already promised but it is too late and To do something which the 

agreement should not do. (2) And the efforts given to the perpetrators 

who break the promise by compilation of sharia economic law is in the 

form of saction is : Pay compensation, Cacellation of the contract, Risk 

trasfers, Fines, and/or and Pay the cost of the case. 

 

Keywords : Break Promise, consumer protection, fiqh muamalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya 

mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola 

transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 

1987 dan No. 0543b/U/1987. 

A. Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 „ Alif ا

 Ba B ب

 Ta T ث

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ر

 Ra R س

 Zai Z ص

 Sin S ط

 Syin Sy ش



 

 

x 

 

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 „ Ain„ ع

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ل

 Mim M م

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H ه

 „ Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (marbutoh) T ة

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam Bahasa Indonesia 

terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong). 
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C. Vokal Tunggal 

Vokal Tunggal dalam Bahasa Arab : 

Harakat Keterangan 

َ Fathah 

ِ Kasroh 

ٌ Dlommah 

Contoh : 

 Kataba =  كتب

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan =  ر كش

seterusnya  

D. Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan 

antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan 

huruf. 

Tanda Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya ai a dan i ي

 Fathah dan waw au a dan u و

 Contoh : 

 kaifa =  كٛف

 ala„ =  عهٙ

 haula =  حٕ ل

 amana =  ا يٍ

 ai atau ay =   ا٘

E. Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, 

dengan transliterasi berupa huruf atau benda. 
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Harakat dan Huruf Tanda Baca Keterangan 

 ا ي
Fathah dan alif atau 

ya 
a 

a dan garis panjang 

diatas 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ا ي

 Dammah dan waw u u dan garis di atas ا و

Contoh : 

 qala subhanaka =  قال سبحُك

 shama ramadlana = صاو س يضاٌ

 yaktubuna ma yamkuruna = ٚكتبٌٕ يا ًٚكشٌٔ

 iz qala yusufa liabihi = ار قال ٕٚ سف لا بّٛ

F. Ta’ Marbutoh 

Transliterasi untuk ta marbutoh ada beberapa macam : 

1. Ta marbutoh hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dlommah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta marbutoh yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutoh diikuti dengan 

kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta 

marbutoh itu ditransliterasikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap dua macam. 

Contoh : 

Contoh Pola Penulisan 

 Raudlatul athfal سو ضت الا طفال

 Al-Madinah al-munawwarah انمذ ينت انمنى سة

 

G. Syaddad (Tasydid) 
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Syaddad atau tasydid dalam sistem penulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau 

tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh: 

 Robbana =  س بُا

 Nazzala =  َز ل

H. Kata Sandang 

Diikuti oleh huruf Syamsiyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf 

yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti 

berikut ini. 

Contoh : 

Contoh Pola Penulisan 

 Al-tawwabu At-tawwabu انتىا ب

 Al-syamsu Asy-syamsu انشمظ

Diikuti oleh huruf Qomariyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dengan 

bunyinya. 

Contoh : 

Contoh Pola Penulisan 

 Al-badi‟u Al-badi‟u انتىا ب

 Al-qomaru Al-qomaru انشمظ

Catatan : 
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Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang 

ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda 

hubung (-). 

I. Hamzah 

Hamzah ditranslitrasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. 

Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena 

dalam tulisannya ia berupa alif. 

Contoh : 

 Ta‟khuzuna =  تا خز ٌٔ

 Asy-syuhada‟u =  انشٓذا ء

J. Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan 

dapat menggunakan salah satu dari dua pola berikut : 

Contoh Pola Penulisan 

وان نها نهى خيش انش اص 

 قيه

Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin 

 Fa aufu al-kaila wa al-mizana فاوفىا انكيم و انمنضان
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MOTTO  

 

There is always hope for those who often pray, there is always a way 

for those who often try. 

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan 

bagi mereka yang sering berusaha. 

(Penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang 

memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-

menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, 

berserikat dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap 

masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya 

muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-

baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang 

merugikan. 

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yaitu dibolehkan oleh 

Allah Swt  Adalah jual beli sebagaimana dalam firmanNya QS. Al-

Baqarah 2: 275 

                              

Artinya : “...Padahal Allah Telah Menghalalkan Jual Beli Dan 

Mengharamkan Riba”( QS Al-Baqarah 275 ) 
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Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam QS 

an-nisa/4: 29  

                       

                     

     

Artinya : “ Hai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah Kamu Saling 

Memakan Harta Sesamamu Dengan Jalan Yang Batil, Kecuali Dengan 

Jalan Perniagaan Yang Berlaku Dengan Suka Sama-Suka Di Antara 

Kamu. Dan Janganlah Kamu Membunuh Dirimu, Sesungguhnya Allah 

Adalah Maha Penyayang Kepadamu. “( QS An-Nissa : 29 ) 

  

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan 

oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar 

suka sama suka. Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia 

sudah mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang dan jasa 

yang tidak dimilikinya, sedangkan ia membutuhkan ataupun 

menginginkannya. Bentuk jual beli ini berkembang sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dalam masyarakat 

primitif jual beli mengambil bentuk tukar menukar barang yang tidak 

sejenis. Namun  sistem jual beli ini perlahan ditinggalkan setelah 

mereka mengenal uang sebagai alat tukar-menukar. 
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Di era semakin canggih dan global ini, membuat persaingan 

didunia usaha semakin ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha 

semakin inovatif dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Saat 

ini sistem pemasaran yang sedang digemari para pelaku usaha adalah 

menggunakan sistem pemasaran secara online. Sistem pemasaran 

online pada dasarnya menggunakan satu atau lebih media periklanan 

misalnya melalui, bbm group ( blackberry massanger group ), web, 

facebook. 

Dinamika majunya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi 

dasar penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang 

atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. 

Maka upaya tersebut juga seiring dengan upaya melakukan perbaikan 

hukum ekonomi, salah satunya perlidungan hukum terhadap konsumen. 

Sejarah produktifitas dan efisiensi tersebut, berimplikasi pada 

pengguna baik secara langsung atau tidak langsung
1
 

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual 

beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan 

barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi 

                                                 
1
 Sri Redjeki Hartono,2000, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Pada Era 

Perdagangan Bebas Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,  Mandar M)aju, 

Bandung, Hlm. 38 
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berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan 

pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu manusia 

menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan 

kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual 

beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem online.  

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa 

dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah 

merupakan kebiasaan yang berlaku didunia bisnis saat ini. Dalam hal 

ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul 

secara lisan, tetapi cukup dengan perantara kertas-kertas berharga, 

seperti cek, wesel, dan sebagainya. Kecuali itu kehadiran fisik dalam 

satu tempat ( satu majelis ) tidak lagi berlaku, karena cukup dengan 

misalnya via telepon dan internet. 

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang 

diperjualbelikan ( marketing ). Media pemasaran yang awalnya hanya 

dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, 

sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu 

secara langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi 

berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli 

dan pemasaran inilah kemudian kita mengenai istilah online shop.  
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Menurut kamus besar bahasa indonesia, jual beli adalah 

persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang 

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga 

barang yang dijual
2
. 

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On ( Inggris ) yang berarti 

hidup atau didalam, dan Line ( Inggris ) yang berarti garis, lintasan, 

saluran atau jaringan
3
. Secara bahasa Online bisa diartikan “ didalam 

jaringan “atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi 

dengan jaringan internet. Dalam keadaan Online , kita dapat melakukan 

kegiatan secara aktip sehingga dapat menjalin komunikasi, baik 

komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website 

maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim 

email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang 

meggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling 

terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.  

Dari pengertian – pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa jual beli Online adalah persetujuan saling mengikat melalui 

internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli 

                                                 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa Edisi IV Cet. 1, PT Raja Gramedia Pustaka, Jakarta Hlm. 589 
3
 Sederet.Com, Online Indonesia English Dictionary, 

Http://Mobile.Sederet.Com/, (13 Februari 2018 ) Pukul 11:30 

http://mobile.sederet.com/
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sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli 

secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak 

secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui 

suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, 

komputer, tablet, dan lain – lain. 

Perdagangan online biasa disebut dengan online shop sebagai 

simbol bahwa pelaku usaha menawarkan barang dagangannya. Barang 

dagangan yang ditawarkan bermacam – macam ada elektronik, baju- 

baju, assescoris, bahkan perawatan kecantikan pun dijual disini. Para 

konsumen tinggal ikut dalam group online shop tersebut dan bila 

berminat tinggal langsung pesan, transfer dan barang segera dikirim 

kealamat. Dengan sistem tersebut, maka konsumen mendapat 

kemudahan memilih barang, hanya berbekal handphone konsumen 

dapat memilih dan membeli barang yang diinginkannya sesuai dengan 

barang yang telah disediakan oleh pelaku usaha 

Hasil observasi awal diketahui bahwa kekurangan dari online 

shop  bahwa konsumen tidak dapat mengetahui kualitas bahan dan 

spesifikasi barang yang akan dibelinya. Hanya berdasarkan diskripsi 

atas barang yang terdapat dalam group online tersebut. Permasalahan 

yang sering muncul dalam jual beli barang secara online tersebut 
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biasanya berkaitan dengan harga yang diterima konsumen setelah 

melakukan pembelian. Dimana barang yang diterima konsumen tidak 

sesuai dengan diskripsi barang yang terdapat dalam online shop. 

Pencantuman informasi atas barang yang kurang jelas mengenai 

spesifikasi, kualitas, cara penggunaan, dan resiko penggunaan barang 

juga menjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen. 

Dampak negatif akibat pengaruh media internet memunculkan 

beberapa jenis tindak pidana ( cyber crime ) ini artinya kehadiran 

teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan 

efisiensi bagi dunia hukum, kemajuan teknologi komputer dan internet 

ini telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang 

harus mendapatkan jalan keluarnya. 

Pencantuman klausa baku berupa pengalihan tanggung jawab 

pelaku usaha  untuk menerima return atas barang yang tidak sesuai 

dengan kualitas dan spesifikasi yang tertera dalam katalog juga sangat 

merugikan bagi konsumen. Salah satu contoh klausa baku tersebut 

adalah sebagai berikut
4
 :  

Pesanan tidak dapat dibatalkan dan barang tidak dapat 

ditukar atau dikembalikan, jadi pastikan barang yang 

                                                 
4
 My Sophie Online,Syarat Dan Ketentuan, Http://Mysophie-

online,Blogspot.Com/P/Syarat-Dan Ketentuan.Html, Diakses Tanggal 9 Januari 2018 

Pukul 14.00 WIB 

http://mysophie-online,blogspot.com/P/Syarat-Dan%20Ketentuan.Html
http://mysophie-online,blogspot.com/P/Syarat-Dan%20Ketentuan.Html
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akan dipesan sesuai dengan keinginan dan ukuran 

anda sebelum mengirim sms kepada kami 

 

Perdagangan seperti ini tidak lagi merupakan paper based 

economy, akan tetapi berubah menjadi digital electronic economy. 

Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara 

relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud
5
.  

Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang 

merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan 

gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang 

tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus lainnya. 

Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang 

dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli  sebagai pelaku 

ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga  hak-haknya sendiri 

sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi 

sesuai yang dituangkan didalam undang- undang perlindungan 

konsumen. Meskipun dilain pihak undang – undang perlindungan 

konsumen mutlak berisi hukum – hukum yang bertujuan untuk 

melindungi konsumen. 

                                                 
5
 Edmon Makarin, 2000, Kompilasi Hukum Telematika,PT. Gravindo Persada, 

jakarta, Hlm: 29 



9 

 

 

 

Dengan telah dikeluarkan undang- undang tentang perlindungan 

konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak – hak konsumen 

transaksi elektronik, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik 

masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui e-

commerce untuk lebih menyadari akan segala hak – hak dan kewajiban 

– kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku 

usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang – undang ini dimana 

dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadarn, pengetahuan, 

kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelau usaha yang 

bertanggung jawab
6
. 

Terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam transaksi elektronik 

tersebut, sebuah contoh kasus yang dialami siswi kota kayuagung yang 

hendak melakukan jual beli dengan pihak penyedia jasa salah satunya 

online shop yaitu jbshop yang berada di kota malang, dimana dari 

pihak pembeli sudah melakukan negoisasi dalam melakukan 

pembayaran dengan pelaku usaha yang memposting  barang 

dagangannya disalah satu situs belanja online tersebut. Setelah 

keduanya sepakat  dengan perjanjian yang mereka adakan maka timbul 

                                                 
6
 Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan 

Konsumen, Gramedia Pustaka, Jakarta, Hlm 1-2 
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hak dan kewajiban yang diterima oleh masing – masing pihak, namun 

dilain pihak terjadi wanprestasi dimana pelaku usaha tidak melakukan 

kewajibannya dalam perjanjian yang telah diadakan kepada pihak 

konsumen, dan dalam hal ini apabila konsumen telah mendapatkan 

sebuah tindakan  pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha 

maka bagaimana kekuatan hukum yang timbul dalam perjanjian yang 

diadakan oleh kedua belah pihak, agar dari pihak konsumen dapat 

memiliki rasa aman dari kontrak elektronik yang diadakan kepada 

pihak pelaku usaha tersebut. 

Dengan masuknya media internet dalam dunia 

perdagangan/bisnis, banyak hal-hal yang mengalami perubahan, seperti 

kedekatan para pihak dalam bertransaksi menjadi semakin renggang, 

karena masing – masing pihak praktis  tidak mengenal secara dekat satu 

sama lain ( pengenalan hanya diketahui melalui media komputer ), 

ketidakjelasan mengenai barang yang ditawarkan, terlebih apabila 

barang yang ditawarkan membutuhkan pengenalan secara fisik ( seperti 

farfum dan obat-obatan ), kepastian bahwa barang yang dikirim sesuai 

dengan barang dipesan, padahal kita ketahui bahwa hubungan yang 

timbul antara konsumen dengan pelaku usaha senantiasa dimaksudkan 

agar kedua belah pihak menikmati keuntungan. 
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Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  buku ke II Bab 1 

pada pasal 38 telah dijelaskan mengenai apabila ada salah satu pihak 

yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji akan dijatuhkan sanksi : 

membayar ganti rugi, pembatan akad, peralihan resiko, dan/atau denda. 

Oleh karena ini dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini 

menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak yang melakukan ingkar 

janji dalam perjanjian yang diadakan akan ada hak konsumen untuk 

melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan ini 

menarik untuk dibahas dan penulis bermaksud untuk mengangkat 

permasalahan tersebut sebagai karya tulis berupa skripsi dengan judul “ 

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INGKAR 

JANJI DALAM AKAD JUAL BELI BARANG ONLINE 

MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ( 

KHES )  “ 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk Ingkar janji Dalam Akad Jual Beli 

Barang Online ?  
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2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap 

Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES )? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan memahami kekuatan hukum perjanjian jual beli 

barang secara online. 

2. Menjelaskan upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam 

mengajukan gugatan ganti rugi. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Ratna Kusuma Wardani. Dengan judul “ Perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online sesuai 

dengan Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen “ penulis menyimpulkan bahwa jual beli secara online ini 

sama mengikatnya dengan jual beli secara konvensional tetapi jual beli 

ini yang menjadi dasar nya ialah menggunakan fitur internet tidak 

bertemu secara langsung, oleh karena itu ketika terjadi wanprestasi 
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(ingkar janji) pada penjual maka akan dikenakan sanksi sebagai mana 

yang tertera di KUHPerdata pasa 1365
7
. 

Apriyanti. Dengan judul “ Perlindungan hukum terhadap 

konsumen dalam transaksi E-Commerce ditinjau dari hukum perikatan 

“. Beliau meyimpulkan bahwa perlindungan adalah upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kenyamanan 

kepada konsumen sehingga dalam transaksi tersebut ada penanganan 

khusus dalam kacamata hukum perikatan khususnya yang diatur dalam 

KUHPerdata pada pasal 1320.
8
  

Jevi Cahya A.P. “ Perlindungan konsumen dalam transaksi jual 

beli online produk fashion berdasarkan undang – undang nomor 8 

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang – undang 

nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik “ 

beliau menyimpulkan bahwa peraturan hukum yang ada pada undang-

undang no 8 tahun 1999 dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 

belum memberikan kepastian hukum yang tepat kepada pelaku usaha 

yang tidak bertanggung jawab karena mereka lebih memilih 

                                                 
7
 Ratna Kusuma Wardani, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Universitas Jember 
8
 Apriyanti, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam 

Transaksi E-Commerce Ditinjau Fari Hukum Perikatan, UIN Syarif  Hidayatullah 

Jakarta 
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mengimformasikan ke bagian blacklist online shop sebagai mediator 

untuk memecahkan masalah antara kedua belah pihak 
9
. 

Bayu Adi Nugroho. Dengan judul “ Perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli melalui internet ( study 

kasus di Distro Anyway yogyakarta ). menyimpulkan bahwa undang – 

undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 belum dapat 

melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan 

pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada diwilayah negara 

republik indonesia. Dan keterbatasan akan hak – hak konsumen yang 

diatur dalam undang –undang tersebut
10

. 

Solikhin. Dengan judul “ perlindungan Hak – hak konsumen 

transaksi jual beli online perspektif hukum islam dan hukum positif di 

Indonesia “ menyimpulkan bahwa konsep perlindungan hak –hak 

konsumen transaksi elektronik dalam hukum islam dan hukum positif 

                                                 
9
 Jevi Cahya A.P,2014,  Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli 

Online Produk Fashion Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Universitas Sebelas Maret Surakarta 
10

 Bayu Adi Nugroho, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet ( Study Kasus Di Distro Anyway 

Yogyakarta ), Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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berdasarkan keseimbangan dan keadilan yaitu hak tanpa paksaan, 

kehalalan produk serta kejelasan informasi dan harga.
11

 

Galih Prio Baskoro. Dengan judul “ perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam perdagangan elektronik di forum jual beli 

kaskus menurut pasal 4 huruf C dan H Undang-undang nomor 8 tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen “ menyimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan perdagangan elektronik di forum jual beli kaskus, masih 

ada hak konsumen yang belum terpenuhi seperti mendapatkan 

informasi serta hak untuk mendapatkan kompensasi ganti kerugian 

ketika merasa dirugikan dalam perdagangan eletronik diforum jual beli 

kaskus.
12

 

TABEL 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

NO NAMA JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Ratna 

Kusum

a 

Wardan

Perlindu

ngan 

hukum 

terhadap 

1. Sama-sama 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

Perlindungan 

hukum 

konsumen 

dalam perspektif 

                                                 
11

 Solikhin, 2014, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli 

Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Uin Sunan Kalijaga 
12

 Galih,Prio Baskoro,2011,  Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Dalam Perdagangan Eletronik Diforum Jual Beli Kaskus Menurut Pasal4 Huruf C 

Dan H Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Universitas Jendral 

Soedirman Purwokerto 
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i, 

univers

itas 

jember, 

2015  

konsume

n dalam 

transaksi 

jual beli 

secara 

online 

sesuai 

dengan 

Undang 

– 

Undang 

No 8 

tahun 

1999 

tentang 

perlindu

ngan 

konsume

n 

konsumen 

terhadap jual 

beli online. 

2. Sama-sama 

penelitian 

kepustakaan 

(library 

research) 

undang –undang 

no 8 tahun 1999 

tentang 

perlindungan 

konsumen 

2 Apriya Perlindu 1. Sama-sama Perlindungan 
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nti, 

UIN 

syarif 

hidayat

ullah 

jakarta, 

2014 

ngan 

hukum 

terhadap 

konsume

n dalam 

transaksi 

E-

Commer

ce 

ditinjau 

dari 

hukum 

perikatan 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

konsumen 

terhadap jual 

beli online. 

 

 

2. Sama-sama 

penelitian 

kepustakaan 

(library 

research) 

hukum ditinjau 

dari hukum 

perikatan 

3 Jevi 

Cahya 

A.P, 

univers

itas 

sebelas 

maret 

Perlindu

ngan 

konsume

n dalam 

transaksi 

jual beli 

online 

1. Sama-sama 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

konsumen 

terhadap jual 

beli online. 

Perlindungan 

hukum 

berdasarkan 

undang-undang 

nomor 8 tahun 

1999 tentang 

perlindungan 
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surakar

ta, 

2014 

produk 

fashion 

berdasar

kan 

undang – 

undang 

nomor 8 

tahun 

1999 

tentang 

perlindu

ngan 

konsume

n dan 

undang – 

undang 

nomor 

11 tahun 

2008 

tentang 

2. Sama-sama 

penelitian 

kepustakaan 

(library 

research) 

konsumen dan 

UU nomor 11 

tahun 2008 

tentang ITE 
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informas

i dan 

 

 transaksi 

elektroni

k 

4 Bayu 

Adi 

Nugroh

o, 

univers

itas 

muham

madiya

h 

surakar

ta, 

2014 

Perlindu

ngan 

hukum 

terhadap 

konsume

n dalam 

perjanjia

n jual 

beli 

melalui 

internet ( 

study 

kasus di 

Distro 

1. Sama-sama 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

konsumen 

terhadap jual 

beli online. 

Penelitian 

lapangan pada 

distro  anyway 

Yogyakarta 
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Anyway 

yogyakar

ta ) 

5 Solikhi

n, UIN 

sunan 

kalijaga

, 2014 

perlindu

ngan 

Hak – 

hak 

konsume

n 

transaksi 

jual beli 

online 

perspekti

f hukum 

islam 

dan 

hukum 

positif di 

Indonesi

a 

1. Sama-sama 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

konsumen 

terhadap jual 

beli online. 

2. Sama-sama 

penelitian 

kepustakaan 

 

 

 (library 

research) 

Perlindungan 

hak konsumen 

dalam perspektif 

hukum islam 

dan hukum 

positif 
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6 Galih 

prio 

Baskor

o, 

univers

itas 

jendral 

soedir

man 

purwok

erto, 

2011 

perlindu

ngan 

hukum 

terhadap 

konsume

n dalam 

perdagan

gan 

elektroni

k di 

forum 

jual beli 

kaskus 

menurut 

pasal 4 

huruf C 

dan H 

Undang-

undang 

nomor 8 

1. Sama-sama 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

konsumen 

terhadap jual 

beli online. 

2. Sama-sama 

penelitian 

kepustakaan 

(library 

research) 

Perlindungan 

konsumen 

dalam perspektif 

undang – 

undang no 8 

tahun 1999 
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tahun 

1999 

tentang 

perlindu

ngan 

konsume

n 

 

 

E. Metode Penelitian 

Secara umum Metodologi merupakan cara kerja bagaimana 

menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk 

memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode 

penelitian hukum dalam penulisan proposal ini dapat digunakan untuk 

mengali, mengolah dan merumuskan bahan – bahan hukum yang 

diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan 

kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian 

yang digolongkan jenis penelitian kepustakaan atau dikenal 
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dengan library reseach yakni suatu kajian yang menggunakan 

literatur – literatur kepustakaan dengan cara mempelajari 

berbagai bahan yang ada baik berupa buku – buku, kitab –kitab, 

maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang 

lingkup pembahasan. 

b. Sumber Data 

Dalam memperoleh data, maka bahan yang diperlukan 

adalah bahan primer, bahan sekunder serta bahan tersier. Bahan 

primer meliputi  buku asli mengenai kompilasi hukum ekonomi 

syariah (KHES) serta undang-undang . bahan sekunder adalah 

buku-buku yang memberikan penjelasan tentang bahan primer. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan dua teknik 

pengumpulan data yaitu : 

a. Penelitian kepustakaan ( Library Research ) 

Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan meneliti 

melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul 

skripsi ini, yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat 

dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan 

menganalisa masalah – masalah yan dihadapi. Penelitian 
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yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa 

peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya 

seperti karya ilmiah, majalah, surat kabar, internet maupun 

sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi 

penulis ajukan. 

b. Penelitian lapangan ( Field Research ) 

Kegiatan ini penulis  lakukan dengan cara turun langsung 

kelapangan. Pengumpulan bahan-bahan dilapangan untuk 

memperoleh data yang akurat melalui penelitian seperti 

wawancara ( interview ) terhadap lembaga yang berhubungan 

dengan konsumen yaitu lembaga konsumen Indonesia dan 

wawancara langsung terhadap konsumen.  

G. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis 

kualitatif yaitu lebih fokus kepada analisa hukumnya dan menelaah 

bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku yang berhubungan , dan hasil wawancara 

langsung. 

 

 



25 

 

 

 

H. Sistematika Pembahasan  

Agar penelitian ini lebih terarah secara ilmiah maka peneliti akan 

memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan  penelitian, penelitian 

terdahulu, metode penelitian dan sistemasika 

pembahasan. 

BAB II : tinjauan umum jual beli secara umum baik itu 

meliputi pengertian jual beli menurut Islam serta 

menjelaskan akad yang terjadi pada transaksi jual beli 

online dan menelaah hukum pada ijab qabul dalam 

transaksi internet 

BAB III : Menjelaskan jawaban dari permasalahan yang akan 

diteliti oleh penulis yaitu bagaimana kekuatan hukum 

atas dampak yang di rasakan konsumen yang dilakukan 

oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. 

BAB IV : Berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perkembangan konsumen di Indonesia 

a. Sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

( UUPK ) 

Setiap hari jutaan unit barang diproduksi oleh pelaku usaha, yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin hari 

kian meningkat. Dalam keadaan demikian dapat dibayangkan betapa 

banyaknya hubungan hukum yang terjadi yaitu salah satunya adalah 

jual beli. Berbagai transaksi baik barang dan/atau jasa tersebut dapat 

menimbulkan peristiwa hukum antara kedua belah pihak. 

Permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen dapat terjadi 

karena ketidakjujuran pelaku usaha, misalnya keadaan barang yang 

disediakaan oleh pelaku yang tidak sesuai dengan informasi barang 

yang diperoleh konsumen, maupun perilaku konsumen itu sendiri yang 

tidak memperhatikan kewajibannya melainkan hanya menuntut hak 

saja. 

Konsumen sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan yang 

kurang terhadap kegiatan produksi, pemasaran, kualitas, barang dan 

lain sebagainya maka konsumen perlu di lindungi agar mereka 

26 
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mengerti apa yang menjadi hak dn kewajibannya, demikian juga 

dengan para pelaku usaha agar tidak menindas konsumen karena 

posisinya yang lemah. 

b. Hak Dan Kewajiban Konsumen 

Perdagangan bebas yang didukung dengan faktor teknologi yang 

berkembang semakin pesat merupakan pemicu semakin banyak 

kebutuhan hidup yang harus dipenuhi baik bersifat primer, sekunder, 

dan tersier. Disamping kebutuhan yang semakin meningkat, pelaku 

usaha pun semakin kreatif dengan menyediakan kebutuhan dalam 

jumlah yang banyak dan bervariasi sesuai dengan permintaan pasar. 

Hal ini memberikan manfaat kepada konsumen yakni konsumen bebas 

memilih barang dan/atau jasa yang diinginkannya, tetapi juga dapat 

memberikan kerugian bagi konsumen yang dijadikan objek bisnis 

untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa 

memperhatikan keamanan dan kelayakan konsumsi dari barang yang 

diproduksinya. 

Dilain sisi, pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau 

jasa sering menggunakan infomasi yang bersifat menyesatkan dan 

menggunakan perjanjian baku dengan alasan agar memberikan 

pelayanan yang efisiensi dan efektif. Mengacu kepada hal diatas, 



28 

 

 

 

ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dengan 

tujuan jika terjadi hal yang tidak adil terhadap dirinya, konsumen dapat 

menyadarinya dan memperjuangkan haknya. 

Adapun hal – hal yang menjadi hak dari konsumen tercantum 

dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan Konsumen, antara lain :
13

 

1) Hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ini, dimaksud 

untuk menjamin kenyamanan, keamanan,dan keselamatan konsumen 

dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya dari pelaku 

usaha, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun 

psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.
14

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS Al- 

Baqarah/2:168 

                          

            

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

                                                 
13

 Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Pasal 4 
14

 Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo,2010, Hukum Perlindungan Konsumen ( 

Cet, VI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada ) , Hlm 41 
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langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu. 

   

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan. 

Hak untuk memilih barang, dimaksudkan untuk memberikan 

kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk tertentu sesuai 

dengan kebutuhan, tanpa ada intervensi dari pihak luar. Berdasarkan 

hak ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli, memilih baik 

kualitas maupun kuantitas jenis produk yang ingin dibeli oleh 

konsumen. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan barang sesuai 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan. Hal ini 

dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat 

permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena, 

mungkin saja dalam keadaan tertentu konsumen membayar harga suatu 

barang yang harganya jauh lebih tinggi daripada kegunaan, kualitas, 

maupun kuantitas barang atau jasa yang diperolehn ya dari pelaku 

usaha, sehingga konsumen merasa dirugikan, dalam hal ini, konsumen 

berhak meminta jaminan yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha.
15

 

                                                 
15

 Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen ( 

Cet, VI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada ), Hlm 42 
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3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa 

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

barang ini, maksudnya adalah agar konsumen dapat memperoleh 

informasi atau gambaran yang benar tentang suatu produk atau barang. 

Karena seringkali terjadi mengenai informasi ini bahwa pelaku usaha 

sering kurang memberi infromasi mengenai suatu barang. Oleh sebab 

itu, terjadila cacat produk yang disebabkan kurang nya informasi yang 

diberikan pelaku usaha kepada konsumen. 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan 

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau 

jasa yang digunakan ini adalah hak dari konsumen agar tidak dirugikan 

lebih lanjut, atau hak untuk menghindari diri dari kerugian. Hal ini 

dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

produk atau barang tertentu apabila informasi yang diperoleh kurang 

memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah 

dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa peryataan atau 

pendapat pemerintah tentang suatu kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan 
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baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik disampaikan 

secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya 

melalui YLKI ( Yayasan Lembaga konsumen Indonesia).
16

 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut merupakan 

hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat 

penggunaan suatu produk. Konsumen dapat menempuh jalur hukum 

untuk penyelesaian sengketa akibat kerugian tersebut. Penyelesaian 

sengketa ini dapat diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) atau 

yang diselesaikan melalui pengadilan.
17

 

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 

merupakan hak konsumen untuk memperoleh pengetahuan maupun 

keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat 

penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen, konsumen 

dapat lebih cermat, dan teliti dalam memilih suatu produk yang 

                                                 
16

 Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo,2010, Hukum Perlindungan Konsumen ( 

Cet, VI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada ), Hlm 43 
17

ibid, Hlm 46 
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dibutuhkannya, serta konsumen dapat mengetahui hak-haknya sebagai 

konsumen melalui pendidikan tersebut.
18

 

7) Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak Disktiminatif 

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif merupakan hak konsumen agar pelaku usaha tidak 

berlaku diskriminatif terhadap konsumen berdasarkan suku, agama, 

budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. 
19

 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian. Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi ini 

merupakan hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah 

menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau 

jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait 

dengan pengunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang 

                                                 
18

 ibid, Hlm 44 
19

ibid, Hlm 38 
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berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri, 

seperti sakit, cacat, bahkan kematian konsumen.
20

 

9) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Adapun hak-hak konsumen yang lain tidak tercantum dalam 

UUPK melainkan terdapat pada peraturan perundang-undangan 

lainnya, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 

1992 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 7 tahu 1996 tentang 

Paten, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dan lain-lainnya. 

Secara garis besar, hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga 

hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:
21

 

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari 

kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta 

kekayaan 

2. Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang 

wajar 

                                                 
20

ibid, Hlm 44 
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 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di 

Indonesia. Hlm 112 
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3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap 

permasalahan yang dihadapi. 

Serta  yang menjadi kewajiban dari konsumen termuat dalam 

pasal 5 UU perlindungan konsumen, yakni :
22

 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dari 

pemanfaatan barang. 

Hal ini wajib dilakukan oleh konsumen, agar tidak ada 

persengketaan yang muncul dikemudian hari. Dengan membaca 

dan mengikuti petunjuk pemakaian maka konsumen tahu resiko 

ataupun hal-hal lain yang melekat pada barang tersebut. Bagi 

konsumen yang tidak dapat membaca, maka ia wajib bertanya 

kepada pelaku usaha tentang segala sesuatu mengenai barang yang 

akan dibelinya. 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang. 

Tidak hanya pelaku usaha saja yang wajib untuk beritikad 

baik dalam menjalani usahanya, tetapi konsumen juga wajib 

untuk betitikad baik dalam bertransaksi seperti tidak adanya 

keinginan untuk menipu. 

 

                                                 
22

 Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
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c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

Konsumen wajib membayar harga barang sesuai dengan 

harga kesepakatan antara konsumen itu sendiri dengan pelaku 

usaha. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Dengan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, 

konsumen tidak dapat lagi dijadikan sebagai objek eksploitasi oleh 

pelaku usaha yang kerap kali tidak memperdulikan hak dari konsumen. 

Sebagai konsumen yang telah mengerti akan hak dan kewajibannya, 

dapat menjadikan posisi antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi 

seimbang dan tidak ada yang berada di posisi yang lemah ataupun kuat. 

Memang pada dasarnya konsumen mempunyai kekuarangan dalam hal 

pengetahuan dibidang produksi barang yang ditawarkan oleh pelaku 

usaha, namun hal ini dapat diatasi dengan bersikap waspada serta 

menjadi konsumen yang bijak dan mandiri yaitu dengan : 

1) Membiasakan diri untuk berbelanja dengan menggunakan 

rencana 

2) Mengkonsumsi barang sesuai kebutuhan 

3) Teliti sebelum membeli 

4) Membeli barang yang berkualitas sesuai dengan standart 

kesehatan dan keamanan 
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5) Memerhatikan lebel, keterangan barang dan tanggal 

kadaluarsa.
23

 

 

c. Hak Dan Kewajiban Produsen ( Pelaku Usaha ) 

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa UU perlindungan 

konsumen tidak hanya ditujukan semata-mata untuk mengatur hak dan 

kewajiban konsumen saja, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. 

Hal ini maksudkan agar pelaku usaha juga mendapatkan jaminan 

hukum dari negara, dan untuk menciptakan kenyamanan dalam 

berusaha serta menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan 

konsumen. 

Hak – hak pelaku usaha diatur dalam pasal  6 UU perlindungan 

konsumen, antara lain :
24

 

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan. 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik. 

3) Hak untuk mendapat pembelaan diri sepatutnya didalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

                                                 
23

 Happy Susanto,2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, 

Jakarta,, Hlm 31 
24

 Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
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4) Hak untuk merehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang 

diperdagangkan 

5) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UU perlindungan 

konsumen, mencakup :
25

 

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan, 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif 

4) Menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. 

5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji 

dan/atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 

                                                 
25
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Selain hak dan kewajiban diatas pelaku usaha mempunyai 

tanggung jawab yang harus dipikulnya yang disebut dengan istilah “ 

product liability “ pelaku usaha berkewajiban untuk bersikap hati-hati 

dalam memproduksi barang yang akan dipasarkan konsumen. 

Menurut Saefullah, Product Liability adalah suatu tanggung 

jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu 

produk, dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk 

menghasilkan suatu produk, atau mendistribusikan produk tersebut.
26

 

Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang ditimbulkan dari barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Hal ini 

dikarenakan, dapat dipastikan pelaku usaha mengetahui segala sesuatu 

mengenai barang yang diproduksinya baik mengenai keamanan, 

kesehatan, dan kelayakan    untuk dikonsumsi atau digunakan oleh 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.   

Berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 19 ayat (1) 

ditegaskan bahwa “ pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 

ganti rugi atas pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

                                                 
26

 Happy Susanto,2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, 

Jakarta, Hlm 37 



39 

 

 

 

dperdagangkan “
27

. Jadi jelas tanggung jawab pelaku usaha  untuk 

memberikan ganti kerugian  kepada konsumen yang dirugikan hak dan 

kepentingannya. Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan diatur dalam 

ketentuan UU perlindungan konsumen pasal 19 ayat (2) yaitu, “ berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undnagan yang berlaku”.
28

 Pemberian ganti rugi ini 

dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya transaksi 

jual beli. Namun pemberian ganti rugi ini tidak menghilangkan sanksi 

pidana apabila dipersidangan pengadilan dapat dibuktikannya adanya 

unsur kesalahan yang disengaja dalam diri pelaku usaha. 

d. Tanggung Jawab Hukum Perlindungan Konsumen 

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat 

menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada 

masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab  atas kerugian yang 

ditimbulkannya ini. Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya 

berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tapi 

                                                 
27
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juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa 

termasuk barang import yang diiklankan. 

Dalam pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen 

ditentukan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti 

rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi 

tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang 

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang harsu dilaksanakan dalam 

tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
29

 

Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya 

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 

unsur kesalahan kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan 

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

Kemudian terhadap periklanan dan importir ditentukan sebagai 

berikut :
30

 

1) Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang 

diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 
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2) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang 

di impor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh 

agen atau perwakilan produsen luar negeri. 

3) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku 

usaha lain bertanggung jawab  atas tuntutan ganti rugi atau gugatan 

konsumen apabila : 

a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa 

melakukan perubahan apa pun atas barang tersebut. 

b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak 

mengetahui adanya perubahan barang yang dilakukan oleh 

pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan 

komposisi. 

4) Pelaku usaha yang tidak memproduksi barang yang manfaatnya 

berkelanjutan dalam waktu yang sekurang-kurangnya 1 (satu) 

tahun  wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual 

dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang 

diperjanjikan 

5) Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung 

jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila : 
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a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau 

tidak dimaksudkan untuk diedarkan 

b. Cacat barang timbul pada kemudian hari 

c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai 

kualifikasi barang 

d. Kelalaian yang disebabkan oleh konsumen 

e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak 

barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan 

B. Jual Beli Dalam Hukum Islam  

1) Pengertian Jual Beli 

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab, yaitu al-bay‟ berati 

menjual, mengganti, dan menukar ( sesuatu dengan sesuatu yang 

lainnya ). Kata al-bay‟ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yakni kata asy-syira‟ ( beli ). Dengan demikian, 

maka kata al-bay‟ berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.
31

 

Dalam buku fiqh muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi 

perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai‟, al-tijarah 
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dan al-mubadalah.
32

 Sebagaimana Allah SWt, Berfirman QS 

Fathir/35:29 

                   

                

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian 

dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan 

diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan merugi. “ 

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda 

pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :
33

 

a) Menurut ulama Hanafiyah: 

Artinya : pertukaran harta ( benda ) dengan harta berdasarkan cara 

khusus ( yang dibolehkan) 

b) Menurut imam Nawawi 

Artinya : pertukaran harta dengan harta  untuk kepemilikan 

c) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni : 

Artinya : pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik  
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Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi‟i Dan 

Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan 

harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini 

mereka melakukan penekanan pada kata “ milik dan pemilikan “, 

karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan 

pemilikan, serperti sewa menyewa ( Ijarah ).
34

 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara 

sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerimannya sesuai perjanjian atau ketentuan yang 

telah dibenarkan syara‟ dan disepakati. 

Pada masyarakat primitif, jual beli dilangsungkan dengan cara 

saling menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana 

berlaku dizaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal 

adanya alat tukar seperti uang. Cara penentuan apakah antara barang 

yang saling ditukar itu memiliki nilai yang sebanding tergantung 

kepada kebiasaan masyarakat tersebut. 
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2) Etika dalam  Jual Beli 

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu 

sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari 

Rasulullah Saw beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual 

beli sesuai syariat, diantaranya:
35

 

a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan  syarat 

fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah Saw, sangat 

intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal 

ini Rasulullah Saw, bersabda yang artinya: “Tidak dibenarkan 

seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali 

ia menjelaskan aibnya.” ( HR. Al-Quzwani) Rasulullah Saw, 

sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli, beliau melarang para 

pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang 

yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli. 

b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka 

sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga 

tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih 

bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan 

transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang 
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Yogyakarta:Jogja Great! Publisher  ) Hlm 74-78 



46 

 

 

 

disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang 

melakukan transaksi 

c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam 

perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar 

diutamakan. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS al-

Muthaffifin/83:1-3 : 

                        

          

Artinya : “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” 
 

d. Tidak menjelek-jelekkan jualan orang lain, dalam hal ini 

Rasulullah Saw, bersabda yang artinya: “ janganlah seseorang 

diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa 

yang dijual oleh orang lain.” ( HR. Muthafaq „alaih ); 

 

e. Bersih dari unsur riba, Allah Swt berfirman  dalam ( QS al -

Baqarah 2:278 ) 

                      

   
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   Artinya ; “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu 

orang-orang yang beriman.” 

 
f. Tidak menimbun barang ( Ihtikar ), Ihtikar adalah menimbun  

barang (menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, 

dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan 

keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah Saw, melarang keras 

perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, penumpukan BBM agar 

ketika mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan besar. 

g. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi 

kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana 

adalah penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti 

air, udara, tanah dan kandungan isinya seperti barang-barang 

tambang dan mineral 

h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan 

Rasulullah Saw dalam bisnis jual beli sangat menongol. Beliau 

pernah menunggu pembelinya, Abdullah Bin Hamzah selama tiga 

hari, Abdullah Bin Hamzah mengatakan: “ aku telah membeli 

sesuatu dari nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dan 

karena masih ada suatu urusan dengannya, maka menjanjikan 

untuk mengatakan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga 
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hari kemudian, aku pun pergi ketempat tersebut dan menemukan 

nabi masih berada disana. Nabi berkata, „ engkau telah membuat 

ku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu‟.” ( HR. 

Abu Dawud ) 

i. Membayar upah kepada karyawan. Rasulullah pernah bersabda 

yang artinya  

عطٙ ثى غذس ٔ س جم با ع خش ا فا كم ثًُّ ٔ س جم ا ستا جش ا جٛش فا ستؤ فٗ  آ

 (سٔاِ انبخا س ٖ )يُّ ٔ نى ٚعطّ ا جش ِ 

 
Artinya : “ ada tiga orang yang langsung aku tuntut dihari 

kiamat:seseorang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia 

langgar. Seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu 

memakan hasil penjualannya dan seseorang yang mempekerjakan 

orang lain dan ia telah memperoleh keuntungan dari hasil 

pekerjaannya, namun ia tidak memberi upah.”
36

 

 

Hadist ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh 

ditunda-tunda. Pembayaran upah harus dibayar sesuai dengan kerja 

yang dilakukan. 

j. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seseorang pebisnis 

muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan 

memenuhi hak-hak allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya 
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dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan 

mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat 

mereka kecewa dan berbalik. 

k. Toleran. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang. 

Manfaat toleran adalah memperoleh pergaulan, mempermudah 

urusan jual beli, mempercepat kembalinya modal. Allah swt, 

mengasihi orang yang berlapng dada dalam menjual, dalam 

membeli, serta melunasi hutang. 

3) Macam – Macam Jual Beli 

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi 

empat macam, yaitu :
37

 

a. Jual beli salam ( pesanan ), yaitu jual beli melalui pesanan 

dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, 

kemudian barangnya ditukar belakangan. 

b. Jual beli muqayadhah ( barter ), yaitu jual beli dengan cara 

menukar barang dengan barang, sepeti menukar baju dengan 

sepatu 

c. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang 

telah disepakati seperti alat pertukaran, serperti uang. 
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d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang 

yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar 

lainnya, seperti uang perak dan uang kertas. 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi 

hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum 

dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. 

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi 

menjadi tiga bentuk:
38

 

انبٛؤ ع ثلا ثّ بٛع عٍٛ يشا ْذ ة ٔ بٛع شٙ ء يٕ صٕ ف فٗ ا نذ يت ٔبٛع 

 عٍٛ غا ئبت نى تشا ْذ
Artinya : 

Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 

2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam jani, dan 3) jual 

beli benda yang tidak ada. 

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan 

akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan 

penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan 

boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar. 

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah 

jual beli salam ( pesanan ). Menurut kebiasaan para pedagang, salam 
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adalah untuk jual beli yang tidak tunai ( kontan ), salam pada awalnya 

berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga 

tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-

barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga 

yang telah ditetapkan ketika akad. 

Dalam salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-

syarat tambahannya sebagai berikut:
39

 

a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang 

mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat 

ditakar, ditimbang, maupun diukur 

b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa 

mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpannya 

barang tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, 

sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan  semua identitas 

yang dikenal orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut 

kualitas barang tersebut. 

c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa 

dipasarkan 

d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung. 
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Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual 

beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau 

masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari 

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian 

salah satu pihak. 

Para ulama sepakat bahwa salam itu hanya berlaku pada barang 

yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan 

ditempat tertenu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam 

pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin 

keamanannya.seakan-akan beliau mengangap jaminan keamanan ini 

serupa dengan jaminan pengganti.
40

 

Ditinjau dari segi pelaku akad ( subjek ), jual beli terbagi menjadi 

tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara dan dengan 

perbuatan. 

Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan 

oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat 

merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal 

yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan 

pengertian, bukan pembicaraan dan peryataan. 
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Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau 

surat – menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, 

misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan 

pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos 

dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan oleh syara‟. Dalam 

pemahaman sebagian ulama,bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual 

beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling 

berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli dalam via pos 

dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis 

akad. 

Jual beli dengan perbuatan ( saling memberikan ) atau dikenal 

dengan istilah mu‟athah, yaitu mengambil dan memberikan barang 

tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil sabun yang sudah 

bertuliskan label harganya, dibadrol oleh penjual dan kemudian 

diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara 

demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, 

menurut sebagian ulama syafi‟iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab 

kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian syafi‟itah lainnya, seperti 

Imam Nawawi memperbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari 

dengan cara denikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu. 
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4) Rukun Dan Syarat Jual Beli 

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun 

dan syarat yang telah ditentukan oleh syara‟. Mengenai rukun dan 

syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan 

rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi 

dan jumhur ulama. 

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu 

ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu 

hanyalah kerelaan ( keridaan ) kedua belah pihak untuk berjual beli. 

Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering 

tidak kelihata, maka diperlukan indikator ini bisa digambar dalam ijab 

dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga 

barang.
41

 

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan 

bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : 

a. Orang yang berakad ( penjual dan pembeli ) 

b. Sighat ( lafal ijab dan  kabul ) 

c. Ada barang yang dibeli 

d. Ada nilai tukar pengganti barang. 
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Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang 

dibeli, dan nilai tukar bareng termasuk dalam syarat jual beli, bukan 

rukun. 

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan jumhur ulama adalah antara lain:
42

 

1) Orang yang berakad 

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan 

akad jual beli harus memenuhi syarat berikut : 

a) Berakal 

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal 

hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, 

menurut mazhab hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa 

keuntungan bagi dirinya. Seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, 

maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian 

bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, 

mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya tidak 

dibenarkan menurut hukum islam. 
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Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad 

jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang 

berakal itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun 

mendapat izin dari walinya. 

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. 

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan 

penjual dalam waktu yang bersamaan. 

2) Syarat yang terkait dengan ijab kabul 

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual 

beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada 

saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas 

dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad 

jual beli dan sewa-menyewa, akad nikah.
43

 

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, 

maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang 

berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang 

berpindah tangan menjadi milik penjual. 

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul adalah 

sebagai berikut: 
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a) Orang yang nengucapkan telah akil baligh dan berakal atau telah 

berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan 

syarat-syarat; 

b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: saya jual 

sepatu ini sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: saya beli dengan 

harga sepuluh ribu. 

c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua 

belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan 

membicarakan hal yang sama. 

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak 

sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain 

yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan 

kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, 

sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus di jawab 

langsung dengan kabul. 

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki 

mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh 

waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesepakatan 

berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi,i dan Hanbali berpendapat 
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bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat 

menimbulkan dugaan  bahwa objek pembicaraan telah berubah. 

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi 

diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil 

barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan 

menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super 

market, mall, dan toko – toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih islam 

disebut dengan bay al-mu‟atah. 

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam perwujudan ijab 

dan kabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat 

bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah 

merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena hal 

tersebut telah ada unsur rida (suka sama suka) dari kedua belah pihak 

sesuai dengan yang terkandung dalam QS AnNisa /4: 29. Perilaku 

mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah 

menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan. 

Menurut mazhab Syafi‟i ( kecuali Imam Nawawi dan al-Bugawi ) 

tetap mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau paling tidak adanya 

sindiran melalui ijab dan kabul, karena itu dalam pandangan  mereka 

bay‟ al-mu‟atah tidak sah, baik transaksi itu dalam jumlah yang besar 
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maupun yang kecil. Alasan mereka adalah unsur terpenting dari jual 

beli unsur kerelaam, karena itu ia perlu dinyatakan lewat bentuk lisan 

atau kata-kata.
44

 

Pandangan mazhab syafi‟i ini terlalu formalistik dan sederhana. 

Dimana pandangan klasik ini mencerminkan zamannya pada saat itu. 

Dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini, sepertinya akan 

mendapat kesulitan untuk menerapkannya karena dengan kecanggihan 

teknologi, suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan sama 

sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar-menawar, 

sebagaimana yang berlaku dalam pasar swalayan atau pun online shop. 

Menurut pengikut ulama mazhab Syafi‟i, seperti Imam Nawawi 

dan al-Bagawi menyatakan bahwa jual beli al-mu‟atah tersebut adalah 

sah, jika sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat didaerah 

tertentu. 

3) Syarat barang yang diperjual belikan 

a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan barang tersebut 

apabila suatu ketika pembeli menginginkan barang tersebut. 
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b) Dapat bermanfaat dan dimanfaat kan bagi manusia, oleh kerna itu 

bangkai, khmar dan darah tidak sah jadi objek jual beli karena 

menurut syara‟ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi 

muslim. 

c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 

tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut 

atau emas didalam tanah karena emas dan ikan tersebut belum 

dimiliki oleh penjual. 

d) Bisa diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 

4)  Syarat dan Nilai Tukar ( harga barang ) 

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang 

yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, fikih membedakan as-

sam dengan as-si‟r. Menurut ulama, as-sam adalah harga pasar yang 

berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si‟r  

adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum 

dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu 

harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen ( harga 

jual dipasar ). 
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Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah as-sam . 

ulama fikih mengemukakan syarat as-sam sebagai berikut : 

a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya; 

b) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 

pembayaran dengan cek atau kartu kredit.  Apabila barang itu 

dibayar dikemudian ( berutang ), maka waktu pembayaran nya 

harus jelas; 

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter ( al-muqayyadah ), 

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 

diharamkan syara‟, seperti babi, khamar karena dua hal ini tidak 

dibenarkan oleh syara‟. 

5) Hukum ( Ketetapan ) Dan Sifat Jual Beli 

Dari kandungan ayat-ayat al-Quran dan hadist. Para ulama fikih 

mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah ( boleh ). 

Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi ( fakar 

fikih maliki ), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh 

ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari 

pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu. Apabila 

seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa 
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pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum 

terjadinya pelonjakkan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang 

wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
45

 

Pada zaman dulu, jual beli dilakukan dengan kehadiran penjual 

dan pembeli beserta barang yang akan diperjualbelikan. Kalaupun 

barangnya tidak ada disitu, pembeli sudah pernah membeli barang itu 

sebelumnya. Sampai disini, tidak timbul  masalah yang berarti. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, sebagian pedagang 

ingin memperluas jaringannya dengan cara yang simpel, tanpa 

mengorbankan banyak biaya dan waktu. Mereka memasarkan barang ( 

produk ) dagangannya secara online melalui internet. Pembeli juga 

tidak perlu repot keluar rumah, untuk memilih barang yang diinginkan, 

karena telah melihat gambar barang itu didunia maya. 

Oleh karena itu, timbul berbagai masalah tanpa menafikan 

banyaknya manfaat yang diterima oleh para pelaku jual beli online. 

Seperti adanya toko online abal-abal, pengiriman barang yang 

memakan waktu terlalu lama, barang rusak sebelum diterima pembeli, 

kecewa karena barang tidak sesuai gambar, hingga sulitnya meretur 

barang. Ini contoh nyata dampak negatif jual beli online. 
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Diantara penyebab utama masalah-masalah diatas, adalah tidak 

melihat langsung barang yang akan dibeli. Ada perdebatan dikalangan 

ulama, apakah pembeli harus melihat barang sebelum akad jual beli 

atau tidak. 

Syaikh Jalaluddin al-Mahalli, ulama besar madhzab syafii dari 

Mesir, menjelaskan dalam kitabnya Kanz ar-Raghibin menurut nya 

pendapat yang kuat (qaul adh-har), jual beli barang yang belum pernah 

dilihat oleh penjual atau pembeli atau keduanya , hukumnya tidak sah. 

Dalil yang dipakai adalah hadist shahih riwayat Muslim, bahwa Nabi 

SAW melarang jual beli gharar, yakni jual beli yang berpotensi 

merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan barang yang akan dibeli, 

karena belum pernah dilihat, tentu memiliki potensi ini. 

Pendapat yang lemah ( muqabil adh-har ), mengatakan jual beli 

ini hukumnya sah jika sifat sifat barang dijelaskan dalam akad. Namun, 

pembeli dalam hal ini memiliki hak untuk mengembalikan barang itu 

setelah melihatnya. Dalil yang dipakai adalah sabda Nabi SAW: “ 

barangsiapa membeli sesuatu yang belum pernah ia lihat, maka ia 

memiliki khiyar ( hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ) 

ketika telah melihatnya. 
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Imam ad-Daraquthni dan al-Baihaqi, mengatakan bahwa hadist 

tersebut lemah, Imam an Nawawi menyebutkan dalam kitabnya, al- 

majmu‟ bahwa imam asy-syafii telah mencabut pendapat ini.  

Ada pandangan berbeda dari mazhab Hanafi, Syaikh Fakhruddin 

az-Zaila‟i, salah satu tokoh besar mazhab Hanafi, mengemukakan 

dalam kitabnya Tabyin al-Haqaiq : seseorang membeli barang yang 

belum pernah dia lihat, hukumnya diperbolehkan, dan dia punya hak 

untuk mengembalikan barang itu ketika telah melihatnya”. Dalil yang 

dipakai adalah sabda Nabi SAW yang telah disebutkan diatas, yaitu : “ 

barang siapa membeli sesuatu yang belum pernah ia lihat, maka ia 

memiliki khiyar ( hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ) 

ketika telah melihatnya”. 

Madhzab Hanfi menggunakan hadist ini sebagai hujjah, meskipun 

dianggap lemah oleh sebagian ulama. Dengan adanya hak untuk 

mengembalikan barang setelah melihatnya, maka larangan jual beli 

gharar tidak belaku disini. 

Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, 

yaitu :
46
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a) Jual beli yang dikategorikan sah ( shahih ) adalah jual beli yang 

memenuhi syara‟, baik syarat maupun rukunya. 

b) Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu 

syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. 

Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki 

arti yang sama. 

Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli 

sebagai berikut:
47

 

a) Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 

Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang 

melakukan akad 

b) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun atau 

yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan 

yang ahlinya, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila, 

anak kecil dan barang yang diperjual belikan adalah barang yang 

tidak dibenarkan syara‟. 

c) Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan 

syariat pada asalnya, tetapi tidak seuai dengan syariat pada 
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sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang 

mumayyiz. 

6) Dasar Hukum Jual Beli 

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa 

kemaslahatan. Berdasarkan hal itu,  islam telah menawarkan beberapa 

aturan dasar dalam transaksi, perjanjian atau mencari kekayaan sebagai 

berikut: 

a. Al – Qur‟an 

1) Q.S Al-Baqarah/2:275 

                

 Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. “ 

 

Kata  انبيع ( penjualan atau barter ) secara lebih umum dipakai 

untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi.  

Sedangkan kata انشبى  masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu 

katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan 

mengenai hal ini, karena Rasulullah Saw, telah berpulang sebelum 
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persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang lebih 

keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan gila. 

2) QS An-Nisa/4:29: 

                       

                     

      

Artinya : “Hai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah Kamu Saling 

Memakan Harta Sesamamu Dengan Jalan Yang Batil, Kecuali 

Dengan Jalan Perniagaan Yang Berlaku Dengan Suka Sama-

Suka Di Antara Kamu. Dan Janganlah Kamu Membunuh 

Dirimu[287]; Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang 

Kepadamu.” 

 
Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang 

beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan 

bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu 

perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan 

merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan 

konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan 

demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan 

mempermudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti 

pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat 

melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada 
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kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja 

diperoleh keuntungan atau kerugian. 

Demikian juga dikatakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsinya 

mengenai ayat ini bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada 

gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan  gemerlap 

duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Melalui ayat ini, allah swt 

mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memperoleh harta 

yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil, 

yaitu tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaknya 

memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan 

kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.
48

 

Kata انبيع  merupan masdar dan kata  بعج  artinya memiliki dan 

membeli karena masing – masing dua orang yang melakukan akad 

meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Pada zaman 

sebelumnya jual beli berlangsung dengan cara barter yakni menukar 

barang atau benda antara dua belah pihak, sekarang jual beli umunya 

masyarakat menukar barang dengan uang. Dahulu juga ketika belum 

berkembang internet jual beli dengan surat – menyurat dibolehkan. 

Oleh sebab itu, sekarang ini dengan perkembangan teknologi dalil 
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pengqiyasan tersebut yang membolehkan transaksi jual beli dengan 

cara online. Sehingga meskipun tidak ditemukan transaksi jual beli 

Online dalam Al-Qur‟an namun diqiyaskan dengan surat-menyurat. 

Dalam hal ini dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkannya 

adalah dengan akad salam. Melihat dari mekanisme jual beli Online 

yakni dengan segi majelis memungkinkan terjadinya proses jual beli 

dalam jangka waktu yang tidak ditentukan maka jual beli seperti ini 

digolongkan dalam akad salam. 

Adapun dalil yang dijadikan landasan hukum dalam melegalisasi 

akad salam yakni QS. Al-Baqarah/2:282. Hadis yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dari Ibnu Abbas. Serta Ijma‟ ulama yang dikutip dari 

pernyataan Ibnu Mudzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu ( 

ulama ) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena 

terdapat didalam nya kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan 

urusan  manusia. 

b. Hadist 

حذثُا انعبا س بُانٕ نٛذ انذ يشقٙ حذ ثُا يش ٔ ا ٌ بٍ محمد حذثٍ عبذ اعز ٚز 

بٍ محمد عٍ دأ د بٍ صا نح ا نًذ ُٚٙ عٍ ابّٛ قال سًعت ابا سعٛذ انخذس 

 (سٔاْابٍ يا جت  )٘ ٚقٕ ل قال سشٕ ل الله صلى الله عليه وسلم اًَا انبٛع عُتشاض 

 
Artinya : “ telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-

Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami marwan bin 
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Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz 

bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al- Madini dari 

ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa‟id al-

Khudri berkata, telah bersabda rasulullah Saw, 

sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.
49

 

 

c. Kaidah fikih 

Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan 

selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-

hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh 

dimanfaatkan. 

 الا صم فٗ الا شٛا ء الا با حت حتٗ ٚذ ل انذنٛم عهٗ انتحشٚى

Artinya : hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada 

dalil yang menunjukkan keharamannya.
50

 

 

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai – nilai 

yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai –nilai itu diketahui, 

dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat 

tersebut. 

 انعا د ة يحكًت

Artinya : adat kebiasaan dapat dijadikan ( pertimbangan ) hukum.
51
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7) Prinsif –Prinsif Jual Beli Online 

a) Pengertian Jual Beli Online 

Kegiatan jual beli Online saat ini sangat la marak, apalagi situs 

yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Online ini semakin 

baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam 

sistem jual beli Online produk yang ditawarkan hanya berupa 

penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin 

kebenarannya. Untuk itu sebagai pembali, maka sangat penting untuk 

mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah 

sesuai atau tidak. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah 

persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang 

meyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga 

barang yang dijual.
52

 Menurut Rahmat Syafe‟i, secara bahasa jual beli 

adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.
53

 

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On ( inggris ) yang berarti 

hidup atau didalam, dan Line ( inggris ) yang berarti garis, lintasan, 
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saluran atau jaringan. Secara bahasa Online bisa diartikan “ didalam 

jaringan “ atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi 

dengan jaringan internet. Dalam keadaan Online , kita dapat melakukan 

kegiatan secara aktip sehingga dapat menjalin komunikasi, baik 

komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website 

maupun komunikasi dua arah chatting dan saling berkirim email. 

Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan 

jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung 

sehingga dapat saling berkomunikasi. 

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa jual beli Online adalah persetujuan saling mengikat melalui 

internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli 

sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli 

secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak 

secara langsung antara penjual dan pembeli. Juak beli dilakukan 

melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan 

handphone, komputer, tablet dan lain-lain. 

b) Dasar Hukum Jual Beli Online 

Selain dalam hukum islam, dasar hukum transaksi elektronik juga 

diatur dalam hukum positif, yaitu : 
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a. Undang –undang informasi dan teknologi elektronik ( UU ITE ) 

Menurut pasal 1 ayat 2  UU ITE, transaksi elektronik, yaitu :  

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau 

media elektronik lainnya.
54

 

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa : 

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-

hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral 

teknologi.
55

 

 

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi 

eletronik, yaitu : 

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 

dilaksanakan dengan tujuan untuk: 

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari 

masyarakat informasi dunia 

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
56

 

 

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik 

ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE: 

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam 

lingkup publik ataupun privat.
57

 

 

c) Subjek dan Objek Jual Beli Online 
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Dalam transaksi jual beli Online , penjual dan pembeli tidak 

bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. 

Adapun yang menjadi subjek jual beli Online tidak berbeda dengan jual 

beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang 

menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar 

harga barang. Penjualan dan pembelian Online terkadang hanya 

dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli Online kadang 

tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan. 

Adapun yang menjadi objek jual beli Online, yaitu barang yang 

dibeli oleh konsumen, namun barang itu tidak dilihat langsung oleh 

pembeli selaku sebjek jual beli Online. Sangat berbeda dengan jual beli 

secara  konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan 

melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan 

pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang 

ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadinya tindakan penipuan. 

d) Tempat Jual Beli Online 

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha 

untuk berjualan online, yaitu:
58

 

a. Marketplace 
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Pelaku usaha menjalankan produk yang dijual dengan 

menggungah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di 

marketplace, marketplace, tersebut telah menyediakan sistem yang 

tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada 

konsumen yang melakukan pembelian. Contohnya  dari marketplace 

adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com. 

b. Website 

Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan 

khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau 

nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya. 

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku 

usaha harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web 

menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada 

yang termasuk template atau desain dari sutus tersebut, atau ada pula 

yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang 

pelaku usaha. Contonya ialah OLX.com 

c. Webblog  

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa 

mengandalkan webblog gratis blogspot atau wordpress. Dengan format 
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blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia 

jual.  

d. Forum 

Salah satu tempat berjualan online yang paling banyak digunakan 

adalah forum yang digunakan sebagai tenpat jual beli. Biasanya, forum 

ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau 

masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia 

cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat 

posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih 

dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah 

kaskus.co.id, paseban.com 

e. Media Sosial 

Salah satu sarana yang efektif untuk berbisnis online, adalah 

media-media yang menyentuh masyarakt secara personal, yaitu media 

sosial. Contohnya ialah facebook,twitter,instagram dan lain-lain 

e) Jenis Transaksi Jual Beli Online 

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamana dari sebuah 

transaksi online. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam 
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mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus 

bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang 

menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. 

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online 

yang biasa dilakukan oleh kosnumen jual beli online, yaitu :
59

 

a. Transfer antar bank 

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis 

transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku 

usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses 

konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima  dana 

atau penjual. Prosesnya  adalah pertama-tama konsumen mengirim 

dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan 

mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. 

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya 

kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan 

mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana 

terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. 

b. COD ( Cash On Delivery ) 
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Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan 

sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli 

terlibat secara langsung , bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa 

kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. 

Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan 

konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen dapat 

melihat dengan detil  barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini 

dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan 

lainnya. 

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha 

maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku 

usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat. 

c. Kartu kredit 

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, 

selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga 

tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak 

semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini 

menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan 

berusaha memastikan bahwa toko sipelaku usaha memiliki tingkat 
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keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh 

pihak-pihak tertentu. 

d. Rekening bersama 

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara 

pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran 

melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah 

bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak 

ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh 

pihak pelaku usaha maupun konsumen. 

Prosesnya, yaitu pertaman konsumen mentransfer dana kepihak 

lemabaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu 

plihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang 

sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut 

diberikan ada si pelaku usaha. 

Dengan sistem ini dana yang diberikan  oleh pembeli bisa lebih 

terjamin keamanannya karena danannya hanya akan dilepas jika barang 

benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun 

dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan 

pada proses jual beli antar member forum kaskus. 

e. Potongan pulsa 
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Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online 

yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, 

dan permainan.Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi 

menggunakan perangkat seluler atau smartphone. 

C. Dasar Perjanjian Jual Beli Dalam Jual Beli Barang  

1. Perjanjian Akad Jual Beli Barang 

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab 

yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320  kitab Undang-

Undang hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya 

perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat 

secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
60

 

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh 

karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan 

kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu 

pihak dalam keadaan terpaksa atau 

dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah 

saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, 

artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut batal. Contohnya 
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seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual 

karena barangnya terdapat cacat.
61

 

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana pihak yang satu 

menyanggupi akan menyerahkan  hak milik atas sesuatu barang, sedang 

pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai 

harganya. Untuk terjadinya perjanjian ini, cukup kedua belah pihak 

sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya. 

Pelaku usaha mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu pertama 

menyerahkan barangnya serta menjamin sipembeli dapat memiliki 

barang itu dengan tentram, dan kedua bertanggung jawab terhadap 

cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban si pembeli, membayar harga 

pada waktu dan ditempat yang telah ditentukan. Barang harus 

diserahkan pada waktu perjanjian jual beli ditutup dan ditempat barang 

itu berada. 

Menurut undang-undang, sejak saat ditutupnya perjanjian, “ 

risiko” mengenai barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya 

jika barang itu rusak hingga tak dapat diserahkan pada sipembeli, maka 

orang ini masih tetap harus membayar   harganya. Sampai pada waktu 

penyerahan itu, si penjual harus merawat barang nya baik-baik. Jika si 
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penjual melalaikan kewajiban nya, misalnya pada waktu yang telah 

ditetapkan belum menyerahkan barangnya, maka mulai saat itu ia 

memikul resiko atas barang itu, dan dapat dituntut untuk memberikan 

kerugian. Barang-barang yang dijual atas dasar beratnya, jumlahnya 

atau ukurannya, mulai menjadi tanggungan sipembeli setelah barang-

barang itu ditimbang, dihitung atau diukur. Karena mulai saat 

penimbangan, perhintungan atau pengukuran itu dianggap barang-

barang itu disediakan untuk sipembeli.   

Peraturan –peraturan tentang penyerahan dan risiko yang 

diterangkan diatas ini, berlaku jika pihak –pihak yang membuat 

perjanjian tidak membuat sendiri peraturan – peraturan tentang itu. 

Justru dalam hal jual beli ini dalam praktel banyak sekali dibuat 

peraturan-peraturan sendiri dalam kontrak-kontrak yang bertujuan 

menyimpang dari kententuan undang-undang.
62

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Pertanggung Jawaban  Perjanjian Akad Jual Beli 

Kata risiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau 

ada suatu kejadian diluar kesalah salah satu pihak yang menimpa benda  

yang dimaksudkan dalam perjanjian. Pasal 1237 KHUPerdata 

menetapkan, bahwa dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu 

                                                 
62

 Subekti, 1993,Pokok – Pokok Hukum Perdata,  Cet 25, Jakarta Intermasa, 

Hlm 161-162 



83 

 

 

 

barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian itu  barang tersebut sudah 

menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya. 

Akan tetapi dalam hal perjanjian pertukaran barang, yang juga 

merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik 

kita melihat suatu peraturan mengenai risiko yang berlainan, bahkan 

sebaliknya dari apa yang ditetapkan dalam hal perjanjian jual beli. 

Pasal 1545 KHUPerdata  menetapkan, bahwa jika salam suatu 

perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, 

sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, barang itu 

hapus diluar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran 

dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan 

barangnya berhak untuk meminta kembali barangnya itu. Dengan kata 

lain, dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan 

perjanjian.
63

 

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan 

keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-

kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberika 

perizinan. 
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Dengan berlakunya Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen, setiap pelaku usaha yang menjual barang dan 

jasa kepada konsumen baik langsung maupun tidak langsung 

bertanggung jawab terhadap kualitas barang dan jasa serta kerugian 

yang diderita konsumen. 

Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara  prinsipal dan agen, 

maka agen dapat bertindak untuk dan atas nama prisipal atau bertindak 

untuk dirinya sendiri. Namun demikian, jika kenyataan menunjukkan 

bahwa pelaku usaha mengawasi dan mengendalikan aktivitas agen 

dalam mengoperasikan bisnisnya, maka seharusnya pelaku usaha 

bertanggung jawab atas tindakan agen, misalnya perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh agen. 

Agen perlu memperoleh perlindungan hukum dari pemutusan 

perjanjian yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh prinsipal, 

tetapi dalam hal agen gagal memasarkan produk dan jasa padahal 

permintaan atas produk dan jasa tersebut besar, maka perlu 

diperhatikan juga kepentingan konsumen atas tersedianya barang dan 

jasa yang bersangkutan dengan harga yang lebih murah.
64
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Dalam hal ini apabila terjadi ingkar janji dalam  akad yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak menurut Undang-Undang No 8 tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen akan dikenakan sanksi berupa 

membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko ,denda serta 

membayar biaya perkara. 

3. Pembatalan Perjanjian 

Sebagaimana telah diterangkan, perjanjian-perjanjian yang dibuat 

oleh orang-orang yang menurut  undang-undang tidak cakap untuk 

bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan 

atau penipuan atau pun mempunyai sebab yang bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. 

Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan  antara kedua 

belah pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat. 

Kalau yang dimaksud oleh undang-undang itu untuk melindungi 

suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana halnya dengan 

orang-orang yang masih dibawah umur atau dalam hal telah terjadi 

suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka pembatalan itu hanya 

dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang 

itu. Akan tetapi dalam hal yang dimaksudkan oleh undang-undang itu 

untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan 
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perjanjian-perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan 

undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan itu 

dapat dimintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan. 

Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak 

yang membuat perjanjian yang dirugikan, karena perjanjian itu harus 

dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana dalam hal suatu 

perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung mulai 

hari orang itu telah menjadi dewasa dan dalam hal suatu perjanjian 

yang dibuat karena kekhilafan atau penipuan dihitung mulai hari 

dimana kekhilafan atau penipuan itu diketahuinya.
65
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkarjanji Dalam 

Akad Jual Online Menurut UUPK 

1) Bentuk Ingkar Janji Menurut Undang-Undang 

Istilah konsumen berasal dari kata consumer ( Inggris ) atau 

Consument (belanda ). Batasan mengenai konsumen menurut AZ. 

Nasution adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan 

menggunakan barang untuk  semua kegunaan tertentu.
66

 Pakar masalah 

konsumen dibelanda, Hondius menyimpulkan pengertian konsumen 

adalah pemakai atau pengguna produksi terakhir dari benda dan jasa.
67

 

Dari rumusan ini Hondius ingin mengemukakan bahwa ada 

konsumen akhir dan konsumen bukan pemakai terakhir. Artinya ada 

konsumen yang membeli barang dan/atau jasa itu tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya berserta keluarga nya melainkan untuk 

diperdagangkan untuk menambah penghasilan, disamping itu juga 

terdapat konsumen akhir yakni konsumen yang membeli barang da/atau 

jasa untuk memenuhi hidupnya dan keluarganya dengan tujuan 
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melangsungkan kehidupan. Untuk itu, batasan pengertian konsumen 

perlu dibedakan, yaitu : 

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang 

dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. 

2. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan 

barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan membuat 

barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan ( tujuan 

komesil ) 

3. Konsumen akhir adalah setiap alami yang mendapatkan  dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga 

dan tidak untuk diperdagangkan kembali ( non komersil ) 

Definisi konsumen menurut undang-undang republik indonesia 

No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat, “ konsumen adalah  setiap pemakai atau pengguna 

barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun 

kepentingan orang lain”. 

Pengertian konsumen menurut undang-undang perlindungan 

konsumen pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa, “ konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,orang lain , 

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

Pengertian konsumen pada UU perlindungan konsumen yang 

memakai istilah “ pemakai “ sepertinya kurang tepat, kata pemakai 

disini dapat menimbulkan kesan bahwa barang dan/atau jasa yang 
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sudah dibeli dari pelaku usaha tersebut belum menjadi miliknya 

pribadi.
68

 Dari rumusan ini, terlihat seolah-olah konsumen hanya 

bersifat sebagai pemakai bukan pemilik dari barang tersebut meskipun 

telah terjadi transaksi jual beli yang mengakibatkan telah terdapatnya 

perpindahan kepemilikan antara pelaku usaha dengan konsumen. 

Disamping itu, cakupan konsumen dalam UU perlindungan 

Konsumen adalah sangat sempit. Jika jika kita telaah kembali 

pengertian konsumen yang terdapat pada UU perlindungan Konsumen 

pasa 1 angka (2) menyatakan yang termasuk pada konsumen itu hanya 

terbatas pada subjek hukum “ orang”, padahal subjek hukum “ badan 

hukum “ juga merupakan konsumen yang mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. 

Oleh karena itu, lebih tepat bila dalam pasal ini menemukan setiap 

orang  yang memperoleh barang dan/atau jasa yang dengan sendirinya 

tercakup orang dan badan hukum.
69

 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian konsumen 

adalah:
70

 konsumen adalah : 
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1. Setiap orang 

Subjek yang disebut dengan konsumen berarti orang yang berstatus 

sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah orang sebenarnya 

dapat menimbulkan keraguan apakah orang atau termasuk juga 

badan hukum. Dalam undang – undang perlindungan konsumen 

tidak menyebutkan “ produsen “ sebagai lawan dari konsumen, 

tetapi lebih tepat “ pelaku usaha “ yang bermakna lebih luas yaitu 

pasal 1 angka (3) Undang-undang perlindungan konsumen yang 

menyatakan,” pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi”. Jadi pelaku usaha yang dimaksud adalah orang alamiah 

dan badan hukum 

2. Pemakai 

Sesuai dengan penjelasan dari pasal 1 angka (2) undang-undang 

perlindungan konsumen, kata konsumen menekankan pada 

konsumen akhir. Konsumen tidak hanya setiap orang yang 
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membeli tetapi semua orang dan badan hukum yang 

mengkonsumsi barang dan jasa. 

3. Barang dan jasa 

Kata barang dan jasa yang ditentukan oleh UU perlindungan 

diganti dengan kata produk. UU perlindungan konsumen 

mengartikan barang sebagai benda baik yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat 

dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen. 

4. Yang tersedia dalam masyarakat 

Barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah 

harus tersedia dipasaran yang dapat dilihat dari rumusan pasal 9 

ayat (1) huruf e Undang-Undang perlindungan Konsumen. Namun 

pada zaman sekarang tidak lagi dituntut  hak yang demikian oleh 

masyarakat. Misalnya di indonesia telah banyak berkembang 

perusahaan pengembang ( developor ) perumahan, yang 

mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi 

yang dikenal dengan istilah “ Booking “ 
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5. Bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup 

lain. 

Unsur ini berupaya untuk memperluas definisi dari konsumen dan 

kepentingannya. Kepentingan akan barang dan jasa itu tidak hanya 

tergantung pada pemakaian untuk diri sendiri dan keluarga tetapi 

juga barang dan jasa yang diperuntukkan bagi orang lain (diluar 

diri sendiri  dan kelaurga), bahkan untuk makhluk hidup lain 

seperti hewan dan tumbuhan. 

6. Tidak untuk diperdagangkan 

Pengertian konsumen dalam UU perlindungan konsumen 

dipertegas hanya sebatas pemakai akhir yang menggunakan barang 

dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya atau 

pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang 

bersifat non komersial.. 

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 2 UU 

perlindungan konsumen, yang merupakan asas-asas dari perlindungan 

konsumen adalah :
71

 

a) Asas manfaat 
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Yaitu segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya satu 

pihak saja yang mendapatkan manfaat sedangkan pihak yang 

lain mendapatkan kerugian yang dikenal denga istilah tidak 

boleh memperoleh manfaat di atas kerugian orang lain. 

b) Asas keadilan 

Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen 

maupun pelaku usaha, jadi tidak hanya membebani pelaku 

usaha dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi  hak dan 

kepentingannya. Tidak hanya pro kepada konsumen. Hal ini 

dikarenakan tidak selamanya sengketa konsumen itu 

diakibatkan atas kesalahan pelaku usaha saja, tetapi dapat juga 

diakibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu 

akan kewajibannya. 

c) Asas keseimbangan  

Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha, 

konsumen maupun pemerintah sebagai pengawas dari hubungan 
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hukum yang terjadi dalam transaksi perdagangan antara pelaku 

usaha dan konsumen 

d) Asas keamanan dan keselamatan 

Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan 

kepastian keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan 

produk yang diproduksi oleh pelaku usaha yang beredar 

dipasaran untuk dikonsumsi ataupun dipergunakan. 

e) Asas kepastian hukum 

Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan 

kepastian hukum agar baik pelaku usaha maupun konsumen 

mentaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung jawab 

kepada salah satu pihak. Dengan adanya asas kepastian hukum 

ini, jika salah satu pihak melakukan tindakan hukum yang 

bersifat merugikan pihak yang lain maka terhadap pihak 

tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban dan ganti 

kerugian. 

Di dalam setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam 

subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai 

hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian 
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yang mereka perbuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa 

yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban 

menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak 

tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang 

diperjanjikan dalam perjanjian. 

Prestasi dalam hukum kontrak dimaksud sebagai pelaksanaan hal 

– hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikat 

diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “ term “ dan 

“condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. 

Model –model dari prestasi ( pasal 1234 KUHPerdata ), yaitu 

beurpa : 

a) Memberikan sesuatu 

b) Berbuat sesuatu 

c) Tidak berbuat sesuatu 

Wanprestasi ( breach of contract ) adalah tidak dilaksanakannya 

prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh 

kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam 

kontrak yang bersangkutan. 

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya 

hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan 
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wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum 

diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena 

wanprestas tersebut. 

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : (a) kesengajaan, 

(b) kelalaian, dam (c) tanpa kesalahan ( tanpa kesengajaan atau 

kelalaian ) 

Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu :
72

  

a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,  

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah 

menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak 

juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut 

sudah dijualnya kepada orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi 

karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu 

menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah 

disepakati/diperjanjikan 

b) melaksanakan apa yang dijanjikan,tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan 

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A 

memesan/membeli kursi berwarna biru dari B, tapi yang dikirim atau 
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yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal 

ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak 

sebagaimana mestinya 

c)  melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 

misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan 

menyerahkan sepada yang dibeli a tersebut pada tanggal 1 juni 2018 

tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 

10 juni 2018 yang artinya suah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. 

Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah 

diperjanjikan tapi terlambat. 

d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, didalam perjanjian 

sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut 

ke orang lain. Faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke 

pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena 

melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha,  jika 

pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal 

pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai 

ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali 
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pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang 

dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat 

tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai 

penipuan. Dalam wanprestasi banyak bentuknya, antara lain adalah : 

a)  Telat mengirim barang 

b) Salah dalam mengirim produk barang 

c) Barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang 

ditampilkan 

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi 

yang dilakukan pihak lain berhak mengugat ke pengadilan untuk 

menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika 

ada. Dasar hukumnya pasal 1243 dan pasal 1244 kitab undang-undang 

hukum perdata sebagai berikut  

Pasal 1243 

“ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 

suatu perikatan mulai diwajibkan, biula debitur, walaupu telah 

dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan 

atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 

ditentukan.” 
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Pasal 1244 

“  Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. 

Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya  

perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan 

itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat 

dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk 

kepadanya.” 

2) Bentuk Perlindungan Menurut Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen 

Berdasarkan Undang-undang No. 8 pasal 1 Butir (1) tahun 1999, 

tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa
73

, perlindungan 

konsumen adalah  segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian 

hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui 

undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak 

sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan 

adanya UU perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, 

konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun 
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bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan 

atau dilanggar oleh pelaku usaha. 

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini 

adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan 

konsumen, yang bermula dari “ benih hidup dalam rahim ibu sampai 

dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduannya”.  

Kepastian  hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum 

untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan 

pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta 

mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh 

perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen. 

Di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah 

menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat 

dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang 

didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika 

telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa 

melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau 

jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun 

produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak 

mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan 
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barang dan/atau jasa  yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin  

terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang  

dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di 

sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan 

kedudukan pelaku usaha dan konsumen berada  pada posisi yang 

lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup 

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat 

promosi,  cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang 

merugikan konsumen. 

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat 

kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama 

disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, 

undang –undang perlindungan konsumen  dimaksudkan menjadi 

landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan 

konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. 

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah 

mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsif 

ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang 

semaksimal mungkin. Prinsif inti sangat potensial merugikan 
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kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya 

pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang 

dapat melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan 

komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat. 

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan 

untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya 

perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat 

yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi 

persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. 

Di samping itu, undang-undang tentang perlindungan konsumen ini 

dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada 

pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya 

pembinaan dan penerapan sanksi atau pelanggarannya. 

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan 

dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa 

pembangunan  nasional termasuk pembangunan hukum yang 

memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka 

membangun manusia indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada 

falsafah kenegaraan republik indonesia yaitu dasar negara pancasila dan 
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konstitusi negara undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, undang-

undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya  bukan 

merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang 

perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-

undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-

undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti :
74

 

a. Undang – undang Nomor 10 tahun 1961 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti undang – undang  nomor 1 

tahun 1961 tentang barang, menjadi undang – undang 

b. Undang – undang nomor 2 tahun 1966 tentang Hygiene 

c. Undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintah di daerah 

d. Undang – undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal 

3) Perlindungan Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam 

Akad Jual Beli Barang Online Menurut Islam 

Sebagaimana yang telah dijelaskan  dilandasan teori 

bahwasannya Islam mengajarkan dalam aspek tertentu, untuk  

melindungi konsumen dalam akad yang mengakibatkan ingkar janji 

dalam jual beli barang online,antara lain, misalnya : 
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1. Kecakapan dalam Berjual beli 

Istilah cakap yang dimaksud dalam jual beli ini adalah 

cakap untuk melakukan transaksi yang dilakukan, berakal dan 

mengerti mengenai maksud dan tujuan serta orang yang tidak 

cakap tersebut tidak mampu untuk membedakan transaksi mana 

yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga rentan dirugikan 

dalam transaksi yang dilakukan  tersebut. Oleh karena itu cakap 

ini sangat la penting dalam jual beli karena jika tidak cakap 

dalam jual beli maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah, 

seperti halnya orang gila dan anak kecil. 

Seperti halnya penulis menelaah mengenai  aplikasi yang 

sering digunakan untuk jual beli online yaitu aplikasi Shoope, 

ketika ingin melakukan transaksi ini kita harus mengerti terlebih 

dahulu mengenai akun shoope tersebut. Oleh karena itu, cakap 

ini penting apalagi yang melakukan transaksi tersebut harus  

mengertahui tentang akun dan memiliki akun terlebih dahulu 

barulah transaksi tersebut terjalin 

Adapun ayat yang menjelaskan mengenai cakap dan 

berakal dalam berjual beli yang tertera dalam surah An-Nissa 

(5) : 
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                           

                

Artinya : “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” 

Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang 

belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta 

bendanya. 

a. Jujur  

Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam 

melakukan transaksi bermuamalah. Jujur dalam memberikan 

informasi tentang barang yang akan dibeli baik itu tentang 

kecacatan dalam barang tersebut karena itu penting sehingga 

ketika itu terjadi dan komunikasi antara konsumen dan pelaku 

usaha terbuka mengenai barang tersebut maka transaksi tersebut 

akan menimbulkan kerelaan dan keridoan suka sama suka 

antara pelaku usaha dan konsumen, seperti yang telah diajarkan 

oleh Rasulullah Saw. Adapun Allah Swt berfirman dalam surah 

At-taubah : 119  
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                       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. 
 

Dan hadist dari sahabat hakim bin hizam, nabi Saw bersabda :
75

 

 فإ ن صذ قا وبينا بى – او قا ل حتى يتفش قا –ا نبيعا ن با نخيا س ما نم يتفش قا  

  و إن كتما و كز با محقج بش كت بيعهما–سك نهما فى بيعهما 

Artinya : “ kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki 

hak pilih (khiyar) selama keduanya  belum berpisah. Bila 

keduanya berlaku jujur dan saling teru terang, maka keduanya 

akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. 

Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-

nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada 

transaksi itu” ( Muttafaqun „alaih).  

 

b. Menghindari Maisir Dan Riba 

Dalam bertransaksi Rasulullah Saw telah mengajarkan 

bahwa selain berlaku jujur, pelaku usaha pun di tuntut untuk 

menghindari riba dan maisir dalam transaksi tersebut 

sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-

Baqarah ayat 275 : 

                                                 
75

 www.sarjanaku.com//2010-jual-beli-yang-legal-dalam-hukum-islam (02-

juli-2018) pukul 18.00 

http://www.sarjanaku.com/2010-jual-beli-yang-legal-dalam-hukum-islam
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                   

                             

                           

                          

    

Artinya : “ orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan)” 
 

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah 

ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang 

meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan 

barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena 

orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti 

penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan 

sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah 
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yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab 

zaman jahiliyah.
76

 

c. Tidak mengurangi takaran dan timbangan (curang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini 

ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang 

yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 

lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.  

Allah Swt bersabda dalam Al-qur‟an surah Al- Muthafifin 

1-3 : 

                         

          

Artinya : “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” 
  

                                                 
76

 Mardani,2011, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, PT Rajagrafindo 

Persada, Jakarta Hlm 13 
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B. Upaya Hukum Atas Wanprestasi  Pada Jual Beli Barang 

Online Menurut KHES 

Jual beli online dengan sangat memberikan kemudahan transaksi, 

dan efisiensi waktu. Hal ini sejalan dengan islam yang menghendaki 

kemaslahatan dan juga bersifat dinamis terhadap kemajuan 

pengetahuan dan teknologi dan yang terpenting dalam jual beli juga 

adalah etika jual beli itu sendiri, yaitu i‟itikad baik pelaku usaha dan 

konsumen dalam transaksi. 

Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum apabila terjadi 

wanprestasi (ingkar janji) ketika dalam transaksi. Sebenarnya 

bermuamalah atau jual beli online itu sendiri lebih mengutamakan 

kejujuran baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen. Dari segi 

pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan 

konsumen itu harus memberikan informasi sejelas mungkin mengenai 

barang tersebut baik itu berupa benda berwujud atau benda tidak 

berwujud. 

Mengenai kecacatan suatu barang, selaku pelaku usaha itu harus 

memberika informasi nya kepada konsumen, oleh karena itu konsumen 

bisa memberikan hak nya setelah mengetahui informasi mengenai 
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barang tersebut apakah mau melanjutkan transaksi atau membatalkan 

transaksi. 

Penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana transaksi dari 

jual beli online pada aplikasi shoope. Pada akun tersebut kita sebagai 

konsumen harus memiliki akun dan mendaftar terlebih dahulu untuk 

bisa bertransaksi dengan penjual dan pelaku usaha yang ada dalam 

akun tersebut, sehingga apabila kita telah memiliki aplikasi tersebut 

kita bisa melakukan percakapan melalui chatting dengan pelaku usaha 

membahas mengenai barang tersebut seperti ketersediaan barang, 

pengiriman dan keterlambatan pembayaran nya. Ketika nanti tiba-tiba 

terjadi sold out pada barang yang kita pesan, kita sebagai konsumen 

bisa melakukan penarikkan dana sebelumnya dengan aplikasi tersebut 

dengan memasukkan nomor Rekening kita atau bisa juga dengan 

mengganti barang yang seharga dengan barang sebelumnya dengan 

melakukan chatting tersebut. 

Dalam perlindungan hukum konsumen menjelaskan dalam 19 

buku VI bahwa tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha ketika 

terjadi kerugian pada konsumen yaitu pengembalian uang atau 

penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, ganti rugi itu 

dilaksanakan terhitung dalam tenggang waktu 7 (hari) setelah tanggal 
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transaksi. Oleh karena itu kewajiban dari seorang pelaku usaha dalam 

memberikan informasi itu harus jelas sebagaimana yang terdapat dalam 

Undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 ayat (2) yaitu: 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
77

 

Jika dalam perlindungan konsumen menjelaskan sebagaimana 

yang diatas maka penulis tertarik menqiyaskan dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah ( KHES ).  

Jual beli dalam islam harus mengutamakan kejujuran 

sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah Saw. Dalam 

bertransaksi apabila yang dibenarkan syariat islam yaitu harus 

memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut serta seseorang yang 

trelibat didalam akad pun harus mengetahui hak dan kewajiban masing-

masing pihak. 

Kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa bay‟ atau 

jual beli itu adalah jual beli benda dengan benda atau pertukaran benda 

dengan uang. Peneliti membahas mengenai jual beli online atau bisa 

dikatakan istilah jual beli salam yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan 

                                                 
77

 Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat (2) 
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dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan 

pemesanan barang. 

 

Ingkar janji yang dijelaskan pada buku II tentang akad Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah ini, yang bisa dikatakan seseorang ingkar 

janji yaitu terdapat pada pasal 36 :
78

 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk 

melakukannya 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikan; 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau  

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

Dapat disimpulkan bahwa pada ayat 1 tersebut menjelaskan 

bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

apabila di ingkari akan dikenakan sanksi, misalnya dalam perjanjian 

tersebut terdapat kesepakatan  bahwa harus memberikan informasi 

yang jelas mengenai barang tersebut maka itu harus dilakukan oleh 

pihak yang memproduksi barang sehingga dalam transaksi akad yang 

                                                 
78

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES )., Buku II Pasal 37 
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dilakukan itu bisa sesuai dengan aturan syara‟ dalam islam serta jual 

beli secara suka sama suka. 

Apabila  terjadi ingkar janji dalam suatu akad jual beli maka yang 

harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang dijelas kan pada 

KHES pasal 38 buku II menjelaskan yaitu :
79

 

a. Membayar ganti rugi 

b. Pembatalan akad 

c. Peralihan resiko 

d. Denda;dan/atau 

e. Membayar biaya perkara 

Maksudnya adalah apabila transaksi akad yang dilakukan pelaku 

usaha dan konsumen itu terjadi ingkar janji dalam akad atau pelaku 

usaha melakukan penipuan yang menguntungkan salah satu pihak dan 

merugikan yang lain nya maka pihak melakukan ingkar janji dapat 

dijatuhkan sanksi sebagaimana yang jelaskan diatas. 

Peneliti menyimpulkan bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah 

juga memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

melakukan akad jual beli walaupun tidak secara spesifikasi 

menjelaskan mengenai kekuatan hukum nya, tetapi didalam buku ke II 

                                                 
79

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES )., Buku II Pasal 38 
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KHES menjelaskan bahwa apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad 

tersebut maka diqiyaskan dengan pasal 38 bahwasannya pihak yang 

melakukan ingkar janji tersebut akan dikenakan sanksi berupa 

membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko , denda 

dan/atau membayar biaya perkara.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari penjelasan diatas  mengenai Undang–Undang No 8 Tahun 

1999 tentang perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. tentang seseorang yang melakukan ingkar janji dalam akad 

jual beli, maka penulis dapat simpulkan dalam beberapa point sebagai 

berikut : 

1. Dalam melakukan transaksi jual beli barang online hendaknya 

dipahami mengenai akad awal dalam perjanjian serta 

memahami akibat apa yang akan terjadi pada perjanjian 

tersebut. Oleh karena itu kita bisa mengetahui bahwa Bentuk-

bentuk dari ingkar janji  yang sering  terjadi pada transaksi jual 

beli.  

2. Saya sepakat bahwa konsumen itu berhak dilindungi dengan 

adanya Undang Undang mengenai perlindungan Konsumen 

sehingga antara pelaku usaha dan konsumen mengetahui hak 

dan kewajiban nya dalam betransaksi jual beli. oleh karena itu, 

sebelum melakukan akad awal  dalam jual beli harus 

115 
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menerapkan rasa jujur dan bertanggung jawab seperti yang 

diajarkan Rasululah SAW  akibat terjadinya wanprestasi itu 

sedikit peluangnya. 

B. Saran  

Setelah memperhatikan bahasan diatas, maka saran dari penulis 

adalah : 

1. Sengketa konsumen dapat diredam dengan berpandangan 

positif, dimana antara pelaku usaha dan konsumen saling 

mengerti hak dan kewajibannya sehingga terciptanya 

keseimbangan kedudukan serta konsumen memahami 

bentuk dari ingkar janji itu sehingga bisa waspada terlebih 

dahulu sebelum melakukan transaksi. Dalam hal ini tentu 

saja memerlukan peran aktip pemerintah dalam mengawasi 

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, 

apakah memenuhi standart keamanan, kenyamanan, 

kelayakan dan kesehatan atau tidak.                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Memberikan pembinaan kepada masyarakat selaku 

konsumen berupa pendidikan seputar konsumen, pelatihan 

dan keterampilan, agar konsumen mengerti dan memahami 

upaya hukum apabila konsumen merasa dirugikan 
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dikemudian hari.Apabila terjadi sengketa konsumen, 

hendaklah diselesaikan dengan waktu yang telah 

ditentukan, sehingga tidak banyak memakan waktu, 

tenaga, dan biaya, sehingga apabila ada sengketa 

konsumen tidak malas untuk mengajukan gugatan dan 

tuntutannya kepada pengadilan ataupun instansi yang 

berwenang untuk itu yaitu badan penyelesaian sengketa 

konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES ). 
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